KPK SitaLagi 12 Kendaraan
Terkait Cuci Uang Bupati Hulu Sungai Tengah

https://www.google.com

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 12 jenis kendaraan terkait
kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul
Latif. 12 kendaraan itu terdiri dari limamobil dan tujuh truk molen.

"Dalam proses penyidikan TPPU dengan tersangka ALA, Bupati Hulu Sungai Tengah
pada hari Rabu dan Kamis kemarin (15-16 Me 2019), KPK melakukan penyitaan terhadap 12
kendaraan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Febri
Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Adapun, lima mobil yang diduga hasil korupsi Abdul Latif disita KPK setelah
diserahkan oleh perwakilan organisasi keagamaan di Hulu Sungai Tengah. KPK mengapresiasi
tindakan inisiatif tersebut.

"Kami menyampaikan terimakasih atas inisiatif yang baik tersebut. Selanjutnya mobil
yang diserahkan tersebut kami sita sebagai bagian dari berkas perkara TPPU ini," sambungnya.
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Sementara, tujuh truk moleh disita KPK dari PT Sugriwa Agung. Saat ini, 12 kendaraan
yang disinyalir hasil korupsi Abdul Latif dissmpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
(Rupbasan) Martapura. "12 kendaraan tersebut saat ini dismpan di Rupbasan Martapura,”
jelasnya.

KPK sendiri telah menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif sebagai
tersangka. Kali ini, Abdul Latif dijerat dengan dua Pasal yakni terkait tindak pidana gratifikasi
dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil
pengembangan dari perkara dugaan suap yang menyeret Abdul Latif sebelumnya. Dalam kasus
dugaan gratifikasi, Abdul Latif diduga menerima uang sebesar Rp23 miliar dari sejumlah
proyek di wilayahnya.

Sedangkan terkait TPPU, Abdul Latif diduga telah membelanjakan penerimaan hasil
gratifikas tersebut menjadi kendaraan dan aset lainnya. Kendaraan atau aset lainnyaitu ada yang
diduga disamarkan atas namaorang lain.

Sebelumnya, Abdul Latif telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap
pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai,
Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2017.

Selain Abdul Latif, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainya yakni, Ketua Kamar
Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani, Direktur Utama (Dirut) PT
Sugriwa Agung, Abdul Basit, dan Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto.

Sumber Berita:

1. https://nasional.okezone.com, KPK Sita’5 Mobil dan 7 Truk Molen Terkait Pencucian Uang
Bupati Hulu Sungai Tengah, Jumat, 17 Mei 2019.

2. https:.//www.liputan6.com, KPK Sita Lagi 12 Kendaraan Terkait Cuci Uang Bupati Hulu
Sunga Tengah, Jumat, 17 Me 2019.
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Catatan:

& Pengertian Korupsi
Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan
melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan
tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret
transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan

penyal ahgunaan jabatan dan wewenang sertafasilitas negara.

@ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
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@ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikas kepada pegawa negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikas tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikas tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai mana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

& Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pasal 3

Setigp Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

i korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi
dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi,
nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).
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" Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2001).
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